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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.13.1/2423/Keuda tanggal 16 Juni 2025 perihal
Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat
beberapa substansi yang perlu disesuaikan agar selaras
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kebijakan nasional;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
serta menjamin kepastian hukum, efektivitas, dan
sinkronisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah di Kota Tarakan, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

WALlKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RANCANGAN

WALlKOTATARAKAN
PROVINSI KALIMANTANUTARA

Mengingat

Menimbang

PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR ... TAHUN2025

TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 3 TAHUN2023

TENTANGPAJAK DAERAHDANRETRIBUSI DAERAH



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6856);

6. Undang-UndangNomor1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6402).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6646).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga
Listrik (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6848).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 r
Nomor 1781); ~IJ.
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Tarakan.
7.

6.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaTarakan.
2. WaHKota adalah WaHKotaTarakan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi se1uas luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah WaHKota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom KotaTarakan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan
Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaHKota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penye1enggaraanurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota

Pasal1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni
angka 109, angka 110, dan angka 111, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 42) diubah sebagai
berikut:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAHNOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN
dan

WALlKOTATARAKAN

Dengan Persetujuan Bersama

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Daerah KotaTarakan Nomor42);
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8. Peraturan WaH Kota adalah Peraturan WaH Kota
Tarakan.

9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPADadalah
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Tarakan.

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
me1iputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakanyrnenikmati pelayanan barang,
jasa, dan/ atau perizinan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut Retribusi tertentu.

17. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
me1iputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan
darr/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
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30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.
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19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas
penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar­
menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan
beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat atau kendaraan yang
dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan.

21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.
Bumi adalah permukaan bumi yang me1iputi tanah
dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang­
undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau
jasa tertentu.
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada
konsumen akhir.
Makanan darr/atau Minuman adalah makanan
dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.



45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

bayaran.
Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas
lainnya.
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
darr/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
darr/ atau keramaian untuk dinikmati.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT
adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau
pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam darr/ atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batu bara.
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang
burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalta, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia
maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan
oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

32.

31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan
Makanan darr/ atau Minuman dengan dipungut
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46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen
yang dikenakan oleh kabupatenZkota atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objekdan subjek Pajakatau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
yang terutang sampai kegiatan PenagihanPajak atau
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
serta pengawasanpenyetorannya.

48. Surat Pemberitahuan PajakDaerah yang selanjutnya
disingkat SPTPDadalah surat yang olehWajibPajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau
bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan Daerah.

49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
WajibPajakuntuk melaporkandata subjek dan objek
PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPDadalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk olehWaliKota.

52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepadaWajibPajak.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajakyang telah ditetapkan.

55. Surat KetetapanPajakDaerah Nihilyang selanjutnya
disingkat SKPDNadalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sarna besarnya
denganjumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.
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56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajakyang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih
besar daripada Pajakyang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.

58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan,atau Surat Keputusan Keberatan.

59. Surat Keputusan Keberatanadalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang
diajukan olehWajibPajak.

60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatanyang diajukan olehWajibPajak.

61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
PenanggungPajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan,melaksanakan Penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang
yang telah disita.

62. UtangPajak adalah Pajakyang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

64. Surat Paksa adalah surat perintah membayarUtang
Pajak dan biayaPenagihanPajak.

65. Jurusita Pajakadalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan
dan penyanderaan.
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66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
Pemeriksaanuntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan
RetribusiDaerah.

67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmatiolehorang pribadi atau Badan.

69. ObjekRetribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang
disediakan atau diberikan PemerintahDaerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmatiolehorang pribadi atau Badan.

70. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

71. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran
atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan
masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling,
pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimilikidan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
kecuali pelayananpendaftaran.

72. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa
PelayananKebersihan.

73. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau
setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia
yang meniputi bahan organik dan anorganik logam
atau non logamdapat terbakar tetapi tidak termasuk
buangan biologis.

74. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
adalah pembayaran atas jasa pe1ayananpenyediaan
pelayananparkir di tepijalan umum yangditentukan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

75. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara.

76. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas
jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios
yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan untuk pedagang.
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77. Pelayanan Pasar adalah fasilitas
tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los
yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus
disediakan un tuk pedagang, tidak termasuk yang
dikelola oleh Badan Usaha MilikNegara / Daerah dan
pihak swasta.

78. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang
dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu
tertentu setiap hari.

79. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang
sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang
dipergunakan untuk berjualan.

80. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak
berdinding keliling dan berpin tu yang dipergunakan
untuk berjualan.

81. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan
atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor
tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan
tingkat kepadatan tertentu.

82. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat
bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

83. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan Zmeman­

faatkan kekayaan Daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang
belum disediakan secara memadai oleh pihak
swasta.

84. Ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

85. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian.

86. Pe1elangan adalah penjualan di hadapan umum
dengan cara penawaran bertingkat.

87. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan
Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan
pelelangan.

88. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan
Jalan adalah pe1ayanan tempat parkir yang
disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

89. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



90. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan Zatau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

91. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan
untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan
berlayar, tempat perpindahan intradari/ atau
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional
dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang
wilayah.

92. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang
disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh
Pemerintah Kota Tarakan.

93. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan
Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan,
dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

94. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata alam, termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang
terkait dengan wisata alamo

95. Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah
Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang
dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

96. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah,
rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi,
fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat
berat, kendaraan angkutan dan pemakaian
laboratorium.
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97. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset
Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang
Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau
Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah
Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

98. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

99. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

100. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas danj atau di dalam tanah darr/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
social, budaya, maupun kegiatan khusus.

101. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,
selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah
pembayaran atas jasa pelayanan pemberian
Persetujuan PBG.

102. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung;

103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
sebelum dapat dimanfaatkan.
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Pasal 7
(1) Dasar pengenaan PBB-P2merupakan NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar

Rp.10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah) untuk setiap
WajibPajak.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagaiberikut:

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

104.Surat Bukti KepemilikanBangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBGadalah surat tanda
bukti hak atas status kepemilikan Bangunan
Gedung.

105.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

106.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disingkat BUMNadalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara
melaluipenyertaan secara langsungyangberasal dari
kekayaan Negarayang dipisahkan.

107.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh
atau sebagianbesar modalnyadimilikiolehDaerah.

108.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerjaperangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat
daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yangmempunyaifleksibilitasdalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

109.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRDadalah surat ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
yang terutang.

110.Surat KetetapanRetribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusiyang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

111.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif
berupa bunga dan/ atau denda.
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Pasal24
(1) Penjualan darr/atau penyerahan Makanan dan Zatau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang
disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan

layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman
berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan
dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang
melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan,
serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi
dimana proses pembuatan dan
penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan
dan/ atau Minuman:
a. dengan peredaran usaha tidak melebihi

Rp.5.000.000,OO (Lima Juta Rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya

yang tidak semata mata menjual Makanan
dan/ atau Minuman;

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal13 dihapus.

5. Ketentuan Pasal12 dihapus.

4. Ketentuan Pasalll dihapus.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu objek PBB P2 di satu wilayah Daerah, NJOP
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2
untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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12. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

11. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasa160
(1) Subjek Pajak Opsen BBNKBmerupakan Subjek

Pajak BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKBmerupakan WajibPajak

BBNKB.
(3) Pemungutan Opsen dilakukan bersamaan BBNKB

dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa155
(1) Subjek PajakOpsen PKBmerupakan Subjek PKB.
(2) WajibPajak Opsen PKBmerupakan WajibPKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan

dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa132
(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(la) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 7%

(tujuh persen);
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,

karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uapy spa
ditetapkan 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJTatas Tenaga Listrikuntuk:
a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh

industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam, ditetapkan sebesar 3% (tigapersen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan
sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma
lima persen).

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2)Pasal 32 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (la) dan Ketentuan ayat (3) huruf c
dihapus sehingga Pasa132 berbunyi sebagai berikut:

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/ atau
Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
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LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN 2025 NOMOR ...

JAMALUDIN

SEKRETARIS DAERAH KOTATARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

KHAIRUL

WALl KOTATARAKAN,

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 16 -


	NPSCN001(2).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf

